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BUPATIKAUR 
PR0VINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
N0M0R : 1/;t TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR N0M0R 119 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAURTAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (stunting) merupakan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui Dana Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan1 huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 119 Tahun 20 19 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019; 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
2. Undang-Undang Nomor 3 1'ahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 , Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4266); 

3 . Undang-Undang Nom01· 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In donesia Nomor 
5495) ; 



' 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

;). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemer intah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 57, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
6 . Peraturan Presidcn Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 
7 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 50/PMK.07 / 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Oaerah dan Dana Oesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor I21/PMK.07/2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341 ); 9 . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07 / 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana oesa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang oesa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 1'ahun 2016 Nomor 236); 

D ah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2018 
12 Peraturan aer . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 253); 



Menetapkao. 

13. Peraturan Bupati Kaur Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (Belita Daerah Ka bu paten Kaur Tahun 2018 Nomor 685); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019. 

PASAL I 
Bcberapa Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 684) diadakan perubahan sebagai berikut: 
Ketentuan Pasal 10 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 10 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Dcsa berupa peningkatan k ualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kcmiskinan. (sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, don Transmigrasi ). (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas pcnggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mcndapat persetujuan Bupati. 
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi ranr.angan pcraturan Dcsa mengenai APBDesa. 
(4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ctiharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besamya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan k ualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat Dcsa. 
(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wujudkan dalam upaya Peningkatan Gizi Masyarakat serta Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). 
(6) Peningkatan Gizi Masyarakat serta Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 

Anak Kerdil (Stunting) 

a. penyediaan air bersih dan sanitasi; . b . pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk Bali~; ·. c. pelatihan pemantauan perkembangan ibu hanul atau I u me~yusu1, d. bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pcmeriksaan kesehatan ibu hamil atau menyusui; 
berkala 



e. pengembangan Apotek Hidup Desa dan Produk Holtikultural untuk 
memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; 

f. pengemba.ngan ketahanan pangan di Desa; da.n 
g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

Pasal II 

Peratura.n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kau r. 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal .J. J11Li 20 19 

SEKRET 
KABUPA 

H. NANDAR M NADI, S.Sos, M.Si. 
Pembina Utama Madya/IV.d 
NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal 1 .(/tit; 20 19 

TI KAUR, i 

PAUSI 

DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: 717 


